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Abstract: Global crisis is happening now lead efforts to 
find the root of the problem, one application of the system 
of usury which has worldwide. This raises fresh air for the 
implementation of the Islamic banking system, which has 
now entered two decades. One model of financing in 
Islamic banking is ija >rah, which can be equated with a 
lease, hire wage, or leasing. Which makes the development 
of Islamic banking in Indonesia is the presence of Act No. 3 
In 2006 the Religious Courts, which provide clarity and 
certainty to the community and economic actors sharia, 
especially in the field of Islamic banking. It is related to its 
jurisdiction examine, decide and resolve cases the 
"Economic sharia", one of which is "Islamic banks". 
 
Abstrak: Krisis Global yang terjadi saat ini menimbulkan 
upaya-upaya untuk mencari akar permasalahannya, salah 
satunya penerapan sistem riba yang telah mendunia. Hal ini 
menimbulkan angin segar bagi penerapan sistem perbankan 
syariah, yang saat ini telah memasuki dua dekade. Salah satu 
model pembiayaan dalam perbankan syariah adalah ija>rah,  
yang bisa disamakan dengan sewa menyewa, upah 
mengupah, atau leasing. Yang membuat semakin 
berkembangnya perbankan syariah di Indonesia adalah 
dengan hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 
Peradilan Agama, yang memberikan kejelasan dan kepastian 
bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah, 
khususnya bidang perbankan syariah. Hal ini berkenaan 
dengan kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara bidang “Ekonomi 
syariah”, yang salah satunya adalah “bank syariah”. 
 




Krisis Global yang terjadi saat ini menimbulkan 
upaya-upaya untuk mencari akar permasalahannya. Mufti 
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Arab Saudi menyatakan bahwa krisis global disebabkan 
penerapan sistem riba yang telah mendunia. Hal ini 
menimbulkan angin segar bagi penerapan sistem 
perbankan syariah. Telah memasuki dua dekade dunia 
perbankan diramaikan dengan hadirnya sistem perbankan 
Islam atau yang lebih memasyarakat dengan sebutan 
perbankan syariah. Posisi strategis perbankan syariah 
dalam industri perbankan tidak dapat dipungkiri lagi 
dengan perkembangan yang sangat siginifikan. 
Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah 
dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance 
Islam modern: neorevivalis dan modernis.1 Tujuan utama 
dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini 
adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk 
mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya 
berlandaskan Al Qur’an dan As-Sunnah. 
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki 
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam.2 Bank syariah 
memiliki landasan filosofis Al Quran untuk menciptakan 
kesejahteran sosial untuk menciptakan kesejahteraan 
sosial yang berkeadilan dan keadilan sosial yang 
berkesejahteraan, sebagaimana dalam QS. Al-H }adi >d (57): 
25 dan QS. al-H }ashr (59): 7. Dengan demikian 
perekonomian masyarakat ditujukan untuk menciptakan 
kesejahteraan yang berkeadilan  sosial dan keadilan sosial 
yang berkesejahteraan3  
Bank Islam atau bank syariah merupakan bank 
yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank umum, 
melainkan “bagi hasil”, yang tidak saja berdimensi 
                                                        
1 Muhammad Syafe’i Antonio, Perbankan Syariah: Dari Teori ke 
Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 18. 
2 Ibid., h. 29. 
3 Muhammad Amin Suma, “Ekonomi Syariah sebagai Alternatif  
Sistem Ekonomi Konvensional”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 20 Agustus-
September 2002, h. 16. 
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materiil tetapi juga dituntut unsur inmateriilnya. Hal 
terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam 
pengelolaan keuangan syariah, karena akan berdampak 
pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan akhirat 
kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi 
syariah dikenal beberapa karakter dasar, yaitu: s }iddi >q 
(benar, jujur), tabli >gh (transparansi), ama >nah 
(terpercaya), istiqa >mah (akuntabel), dan fat }a >nah 
(pengembangan diri).4 
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang 
operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan 
Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.5 Prinsip-
prinsip dasar perbankan syariah, yaitu :6 
1. Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), yang terdiri 
dari: (1) al-musha >rakah (partnership), (2) al-
mud }a >rabah (trust financing), (3) al-muza >ra’ah 
(harvest-yield profit sharing), dan (4) al-musa >qah 
(plantation management fee based on certain portion 
of  yield) 
2. Prinsip jual beli (sale and purchase), yang terdiri dari: 
(1) al-mura >bah }ah (deffered payment sale), (2) al- 
sala >m (in-front payment sale), dan (3) al-istis }na>’ 
(purchase by order or manufacture) 
3. Prinsip sewa (lease), yang terdiri dari: (1) al-ija >rah 
(operational lease), (2) al-ija >rah al-muntahiyah bi al—
tamli >k (financial lease with purchase option), dan (3) 
prinsip jasa (fee-based services) 
Pada dasarnya aktifitas bank syariah tidak jauh 
berbeda dengan aktifitas bank-bank umum. Perbedaannya 
terletak pada konsep dasar operasionalnya yang 
berlandaskan pada syariah. Kegiatan operasional dari 
                                                        
4 Muhammad Firdaus, Edukasi Profesional Syariah: Konsep dan 
Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13. 
5 Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, 
(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 1. 
6 M. Syafii Antonio, Perbankan Syariah, h. 85. 
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bank syariah sendiri terdiri dari kegiatan operasional di 
bidang penghimpunan dana dan kegiatan operasional 
dibidang penyaluran dana. 
Pertumbuhan Bank Syariah sebagai alternatif bank 
umum, ternyata cukup pesat sehingga memerlukan 
pengaturan lebih khusus disamping Undang –undang 
No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- 
undang  No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan ) yang 
sudah ada. Oleh sebab itu tepat kiranya kalau pemerintah 
mengeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang  
Perbankan Syariah) dengan harapan apa yang sudah 
berkembang itu dapat ditingkatkan lagi. 
Pembuatan suatu perangkat Perundang-undangan 
seperti halnya UU Perbankan  Syariah, mestinya juga 
harus memperhatikan uu lain yang terkait agar semua 
dapat berjalan harmonis. Tetapi kenyataannya UU 
Perbankan Syariah setelah disahkan kalau dikaji dengan 
teliti ada beberapa aspek yang tidak sejalan dengan 
Undang-undang  No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan 
atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama ( selanjutnya disebut Undang-Undang  Peradilan 
Agama ) yang juga sudah mengalami revisi. 
Dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 ( UU 
Perubahan Peradilan Agama ), maka kedudukan 
Pengadilan Agama menjadi berubah. Perkembangan 
ekonomi bercorak islam di Indonesia yang semakin pesat, 
dan tentu saja dapat memunculkan perbenturan 
kepentingan sehingga menjadi sengketa, dirasakan 
perlunya lembaga peradilan yang juga berprinsip islam. 
Oleh sebab itu sangat tepat kalau kemudian pemerintah 
mengadakan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 
untuk mengimbangi berkembangnya ekonomi islam di 
Indonesia. Tetapi perubahan tersebut rupanya tidak 
dicermati dengan teliti sehingga dengan keluarnya UU 
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Bank Syariah justru menimbulkan kontroversi yang 
tentunya akan menimbulkan kendala dalam mendukung 
ekonomi islam di Indonesia.   
 
B. Karakteristik Pembiayaan Ija >rah Di Lingkungan 
Bank Syariah 
1. Ija >rah sebagai Model Pembiayaan Bank 
Sebagai lembaga intermediasi dan bait al-ma >l, 
produk Bank Syariah pada prinsipnya adalah sebagai 
berikut: 
a. Tidak boleh menikmati bunga bank, melainkan jika 
ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi di antara 
bank dengan nasabah. 
b. Disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di 
antaranya adalah,       a) bank memegang saham pada 
perusahaan lain, dan b) bank membeli barang 
modal/barang perdagangan untuk perusahaan/orang 
lain.7 
Bank Syariah yang memberikan modal tersebut 
bukan didasarkan atas pinjam meminjam melainkan 
didasarkan atas perjanjian pembiayaan dengan imbalan 
atau bagi hasil. Pemberian modal pembiayaan yang 
berdasarkan atas Syariat Islam dengan tujuan:8 
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk 
bermu`amalah secara Islam, 
b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, 
c. untuk meningkatkan kualitas hidup umat, 
d. untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) 
masalah kemiskinan, 
e. untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter 
pemerintah, 
                                                        
7 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga 
Terkait: BMI & Takaful di Indonesia, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 17.  
8 Ibid., h. 17-18.  
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f. untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam 
terhadap bank non Islam (konvensional) yang 
menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan 
bank. 
Salah satu produk pembiayaan syariah adalah 
ija >rah yang diidentikan pada masyarakat adalah dengan 
istilah leasing pada lembaga keuangan non bank 
pembiayaan ija >rah pada bank syariah menempatkan bank 
sebagai pemilik asset dan nasabah sebagai penyewa 
dengan barang sewa didapatkan dari pembelian bank 
kepada supplier. Kesepakatan antara bank dan nasabah  
dituangkan dalam suatu akad (perjanjian) pembiayaan 
ija >rah dengan klausula baku yang telah disusun oleh bank 
syariah dengan menuntut hak dan kewajiban para pihak 
serta persyaratan lain sehubungan dengan pelaksanaan 
pembiayaan ija >rah. 
Al-ija >rah berasal dari kata al-ajru yang arti 
menurut bahasanya ialah al-iwadl yang arti dalam bahasa 
indonesianya adalah ganti dan upah 9. Al-ija >rah adalah 
akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
hak kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu 
sendiri. 10 Sementara jika apabila barang yang diakhir 
masa sewa dapat dibeli oleh penyewa (ada pemindahan 
hak kepemilikan) maka disebut ija >rah muntaha >h bi al-
tamli >k (ija >rah wa Iqtina). Menurut Hanafiyah bahwa ija >rah 
ialah “akad untuk memperbolekan pemilikan manfaat 
yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa 
dari imbalan. Menurut  Malikiyah bahwa ija >rah ialah  
“nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat 
manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. 
Menurut  shaikh Shiha >b al-Di >n dan shaikh ‘Umariah bahwa 
yang dimaksud dengan ija >rah  ialah “akad atas manfaat 
                                                        
9 M. Syafii Antonio, Perbankan Syariah, h. 117. 
10 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi 
dan Ilustrasi, Ekonisia, (Yogyakarta: FE UII, 2003), h. 62. 
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yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. 
Menurut Muh }ammad al-Sharbiny al-Kha >t }ib bahwa yang 
dimaksud dengan ija >rah adalah “pemilikan manfaat 
dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Sayyid 
Sabiq bahwa ija >rah ialah suatu jenis “akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan pengantian” 
Jadi pada hakekatnya, akad  ija >rah ialah akad  
menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, atau sewa 
menyewa dan upah mengupah, atau leasing dalam sistem 
keuangan tradisional. Dalam transaksi ija >rah, bank 
menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli 
oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu 
tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.  
Menurut Penjelasan Pasal 19 huruf f UU No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, bahwa: “Yang 
dimaksud dengan akad ija >rah adalah akad penyediaan 
dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat 
dari suatu barang/jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri. 
Yang dimaksud dengan akad ija >rah muntahiyah bi 
al-tamli >k adalah akad penyediaan dana dalam rangka 
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang 
atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi 
pemindahan kepemilikan barang. 
Pada perjanjian ija >rah, seperti halnya pada leasing 
yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tradisional, 
pada akhirnya Perjanjian ija >rah barang yang disewa itu 
kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu 
bank. Pada perjanjian ija >rah sepanjang masa perjanjian 
ija >rah tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada 
bank. Setelah barang kembali pada akhir masa ija >rah, 
bank dapat menyewakannya kembali kepada pihak lain 
yang berminat atau menjual barang itu dengan 
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memperoleh harga atas penjualan barang bekas (second 
hand) tersebut. 
 
2. Rukun Ija >rah ialah: 
Menurut Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia, rukun dan syarat ija >rah adalah sebagai berikut: 
a. Pernyataan ija >b dan qabu >l. 
b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa 
(lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesee, pihak 
yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, 
nasabah). 
c. Obyek kontrak, pembayaran (sewa) dan manfaat dari 
penggunaan aset. 
d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ija >rah adalah 
obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun 
yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan 
bukan aset itu sendiri. 
e. S }ighah ija >rah berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam 
bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran 
dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang 
dinyatakan oleh penyewa ( nasabah ).11 
Sebagai suatu akad yang herus bermanfaat bagi 
semua pihak sesuai dengan prinsip kemanfaatan, maka 
manfaat ija >rah ialah : 
a. Bank syariah memperoleh keuntungan yang muncul 
dari upah sewa dari obyek barang yang disewakan. 
b. Bank lebih banyak menggunakan ija >rah muntahia bit 
tamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, 
dan Bank tidak perlu direpotkan untuk mengurus 
pemeliharaan asset baik pada saat masa sewa maupun 
sesudahnya. 
Ija >rah berlandaskan pada firman Allah SWT, antara 
lain QS a-Baqarah (2): 233, yang artinya: “Dan jika kamu 
                                                        
11 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ija>rah 
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ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu 
kerjakan.” Sedangkan dasar dalam hadits adalah sabda 
Rasulullah saw. antara lain diriwayatkan dari Ibn ‘Abba >s 
ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Berbekamlah kamu, 
kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang 
bekam itu.” (HR. al-Bukha >ry dan Muslim). Di samping itu, 
para ulama sudah ber-ijma >’ tentang kebolehan melakukan 
akad sewa menyewa. 
Ketentuan obyek dalam pembiayaan ija >rah adalah 
sebagai berikut: 
a. Obyek Ija >rah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa. 
b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan 
sesuai dengan syari’ah. 
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian 
rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) 
yang akan mengakibatkan sengketa. 
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik. 
g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. 
Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli 
dapat pula dijadikan sewa dalam Ijararah. 
h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 
dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
i. Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.12  
                                                        
12 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Obyek Ija>rah 
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Hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan 
ija >rah adalah sebagai berikut: 
a. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa: 
1) Menyediakan aset yang disewakan. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan aset. 
3) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang 
disewakan. 
b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa: 
1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk 
menjaga keutuhan aset yang disewa serta 
menggunakannya sesuai kontrak. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya 
ringan (tidak materiil). 
3) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena 
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, 
juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam 
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut. 
4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.13 
 
3.    Perbandingan Ija >rah Dengan Leasing 
Menyamakan pembiayaan ija >rah murni dan 
pembiayaan ija >rah wa Iqtina >’ dengan lembaga 
konvensional seperti sewa menyewa, sewa beli ataupun 
dengan leasing merupakan cara untuk mempermudah 
pemahaman tentang pembiayaan ija >rah pada masyarakat. 
Hal ini karena masyarakat selama bertahun- tahun sudah 
terbiasa dengan lembaga-lembaga tersebut, dibandingkan 
dengan ija >rah yang belum lama. 
                                                        
13 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam 
Pembiayaan ija>rah. 
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Pembiayaan ija >rah pada umumnya memiliki 
kesamaan dengan sewa-menyewa, sewa beli, leasing akan 
tetapi mempunyai perbedaan prinsip. Hal ini wajar 
dikarenakan yang menjadi dasar berlakunya berbeda 
dengan pembiayaan ija >rah harus berdasarkan syariah 
sedangkan sewa menyewa, sewa beli dan leasing 
berdasarkan pasal-pasal pada BW di samping peraturan 
menteri keuangan. 
Barang yang disewakan seringkali bukan miliknya 
lessor sendiri tetapi dibelinya secara cicilan dari suatu 
leveransir atau pabrik  Sedangkan pada pembiayaan 
ija >rah asset yang disewakan pada mustajir untuk diambil 
manfaatnya merupakan milik dari bank (muajir) karena 
berdasarkan fiqih pembiayaan ija >rah akan terjadi diantara 
pemilik asset dengan penyewa, karena bank tidak 
memproduksi sendiri asset tersebut maka asset tersebut 
terlebih dahulu dibeli oleh bank pada pihak supplier. 
Bahwa finance lease kalau kita bandingkan, maka 
nampak mirip dengan ija >rah wa iqtina >’, sedangkan 
operating lease mirip dengan ija >rah murni. Pada 
pembiayaan ija >rah wa iqtina >’, hak kepemilikan ketika akad 
belum berpindah baru akan ditentukan pada akhir sewa. 
Pada pembiayaan ija >rah wa iqtina >’adalah asset (ma’ju >r) 
wajib dibeli oleh musata’jir dengan menggunakan salah 
satu proses perpindahan kepemilikan sehingga tidak ada 
opsi pada pembiayaan ija >rah wa iqtina >’ sebagaimana pada 
finance lease yang dapat memilih untuk membeli obyek 
sewa atau memperpanjang sewa atau tidak melanjutkan 
sewa. Pada operating lease tidak diberikan hak opsi untuk 
membeli barang di akhir masa sewa sedangkan pada 
pembiayaan ija >rah murni sewa asset selama masa sewa 
tanpa ada maksud untuk membeli asset tersebut. Dewasa 
ini ada leasing yang memberikan hak kepada lease diakhir 
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masa leasing tanpa memberikan hak opsinya misalnya 
leasing terhadap kendaraan bermotor.14 
Biaya untuk pemeliharaan, kerusakan, pajak dan 
asuransi pada leasing ditanggung oleh penyewa 
sedangkan pada pembiayaan ija >rah murni yang 
ditanggung oleh pemberi sewa (mua >jir) adalah biaya 
pembiayaan dan asuransi. Biaya kerusakan yang bukan 
karena kesalahan atau kelalaian dari penyewa maka yang 
menanggung adalah pemberi sewa. 
Taha Eltayeb Ahmed dalam salah satu tulisannya 
menyebutkan adanya perbedaan antara pembiayaan 
Ija >rah dengan leasing, yaitu:15  
a. Pembayaran dalam pembiayaan ija >rah baru dilakukan 
setelah penyewa menikmati manfaat sewa terlebih 
dahulu berbeda dengan leasing pembayaran langsung 
dilakukan setelah barang diterima.  
b. Resiko kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung 
jawab dari pemberi sewa jika tidak disebabkan dari 
kelalaian atau kesengajaan dari penyewa. Pada leasing 
resiko ditanggung oleh penyewa. 
c. Pemeliharaan utama adalah tanggung jawab dari 
pemberi sewa bukan pada penyewa, jika diambil oleh 
penyewa maka biaya dibayar oleh pemberi sewa. 
d. Biaya asuransi tidak dapat langsung diberikan pada 
penyewa tetapi menjadi tanggung jawab dari pemberi 
sewa. 
e. Dalam Islam, pembayaran sewa harus berhenti jika 
asset tidak sesuai dengan pesanan atau kontrak 
sehingga tidak ada sewa jika asset tidak berfungsi. 
                                                        
14 Munir Fuadi, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan 
Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.14. 
15 Tata Eltayeb Ahmed, Development and Prospects of Islamic 
Banking, The Faculty of Economics Airlangga and Bahrain Institute of 
Banking and Finance, Surabaya, 1999. h. 11 
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f. Pemberi sewa dapat meminta agunan untuk menjamin 
pembayaran, demikian penyewa dapat meminta 
agunan untuk menjamin fungsi dari asset tersebut. 
g. Pembayaran sewa tidak dapat dibayar oleh pihak 
ketiga (bukan oleh penyewa) seperti yang tercantum 
dalam perjanjan sehingga tidak memungkinkan asset 
dialihkan pada penyewa lain . Pada leasing 
dimungkinkan.     
 
C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
1. Perubahan  Kompetensi Peradilan Agama  
Seiring dengan perkembangan perbankan syariah 
yang begitu pesat, muncul pertanyaan besar bagi para 
pelaku ekonomi syariah mengenai lembaga apa yang 
berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah. Di Indonesia, sengketa keperdataan merupakan 
lingkup wewenang absolut dari Pengadilan Negeri. Di sisi 
lain para pelaku kegiatan ekonomi syariah ingin 
menyelesaikan sengketa melalui cara yang syar’i. Mereka 
memulai hubungan keperdataan dengan cara yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah, apabila nantinya terjadi 
sengketa antara pihak-pihak yang bertransaksi, maka 
penyelesaian yang diinginkan adalah penyelesaian 
sengketa berdasarkan prinsip syariah pula. 
Hal ini menimbulkan suatu pemikiran apakah 
berarti segala macam sengketa perdata syariah mutlak 
diselesaikan di pengadilan agama. Dalam Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989 pada Pasal 49 disebutkan:  
(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: 
a. perkawinan; 
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan 
berdasarkan hukum Islam; 
c. wakaf dan shadaqah. 
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(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam 
atau berdasarkan undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku. 
(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli 
waris, dan melaksanakan pembagian harta 
peninggalan tersebut. 
Selanjutnya kewenangan tersebut dipersempit 
dengan Pasal 50, yaitu: “Dalam hal terjadi sengketa 
mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-
perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, 
maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa 
tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum.” 
Dengan demikian berlandaskan pada  Undang-
Undang tersebut Peradilan Agama tidak memiliki 
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa muamalah 
(hukum perdata) yang meliputi sengketa-sengketa 
ekonomi syariah. 
Namun hal ini mengalami perubahan yang 
signifikan sejak tanggal 20 Maret Tahun 2006 yang lalu 
dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal I angka 37 
dinyatakan bahwa ketentuan pasal 49 (undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 
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h. Sadaqah; dan  
i. Ekonomi syariah 
Perubahan yang diusung oleh Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 ini cukup signifikan. Ada 
kewenangan-kewenangan baru yang diberikan oleh 
undang-undang ini, yaitu memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara bidang “Ekonomi syariah”. 
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal I angka 37 huruf i 
disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ekonomi 
syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain 
meliputi: 
a. bank syariah; 
b. lembaga keuangan mikro syariah; 
c. asuransi syariah; 
d. reasuransi syariah; 
e. reksa dana syariah; 
f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka 
menengah syariah; 
g. sekuritas syariah; 
h. pembiayaan syariah; 
i. pegadaian syariah; 
j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan 
k. bisnis syariah. 
Kewenangan Pengadilan Agama yang dipaparkan 
oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini memberikan 
kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku 
ekonomi syariah; khususnya bidang perbankan syariah. 
Pengadilan Agama kini memiliki kewenangan untuk 
menangani sengketa perbankan syariah.  
Dari sisi kelembagaan, diperluasnya wewenang 
Pengadilan Agama  sebagai lembaga yang berwenang 
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untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan muamalat tersebut, sebab ini juga berkaitan 
dengan konsistensi hukum. Jika persoalannya, adalah 
berkaitan dengan masalah keyakinan keagamaan , maka 
yang berwenang menyelesaikannya, adalah lembaga 
keagamaan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman   menyatakan, 
bahwa, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu 
setiap hakim  harus tunduk dan memberlakukan hukum 
yang telah menjadi pilihan para pihak, seperti apa yang 
harus terjadi pada proses hukum perdata dalam asas 
kebebasan berkontrak. Asas ini sangat memberi peluang 
untuk menentukan tentang bagaimana, hukum mana dan 
siapa atau lembaga mana yang akan diminta untuk 
menyelesaikan sengketa.   
 
2. Eksistensi Undang-undang Bank Syariah 
Namun berlainan  paradigma muncul seiring 
dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah . Dalam Pasal 55 UU 
Perbankan Syariah ditentukan bahwa : 
a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan 
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 
b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan 
penyelesaian sengketa selain sebagimana dimaksud 
pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 
dengan isi akad. 
c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip 
Syariah. 
Dengan demikian berdasarkan UU Perbankan 
Syariah, ada empat jalur penyelesaian sengketa perbankan 
syariah yakni : 
a. Melalui Pengadilan Agama  
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b. Melalui Pengadilan Negeri 
c. Melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) 
d. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS).  
BANI sebagai arbitrase konvensional semakin 
dikenal luas oleh khalayak bisnis di Indonesia setelah 
didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar 
Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. BANI merupakan 
pionir sekaligus proyek percontohan bahwa arbitrase 
dapat berkembang dan mulai dikenal luas di Indonesia. 
Yang menjadi lingkup kewenangan BANI adalah 
penyelesaian sengketa keperdataan pada umumnya. 
Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan (Out of court dispute 
settlement). Suatu lembaga Arbitrase disebut juga dengan 
pengadilan swasta (private court) karena kedudukannya 
yang bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman 
negara. Definisi arbitrase sendiri dapat ditemukan pada 
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 
dijelaskan bahwa: “Arbitrase adalah suatu cara 
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
para pihak yang bersengketa”. Sebagai salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution), 
arbitrase berkembang dengan baik. Penyelesaian melalui 
arbitrase lebih diminati oleh pelaku usaha karena pada 
arbitrase terdapat keunggulan-keunggulan yang tidak ada 
pada penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum (in 
court dispute settlement). 
Arbitrase memiliki sejumlah prinsip-prinsip khusus 
yang menjadi keunggulannnya. Misalnya prinsip Final and 
binding yang membuat penyelesaian melalui Arbitrase 
cenderung lebih cepat atau tidak berlarut-larut. Pada 
arbitrase ada pula prinsip otonomi para pihak yang 
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memberikan kesempatan pada para pihak bersengketa 
untuk bebas memilih forum arbitrase (Choice of 
Arbitration Forum), memilih tempat arbitrase (Choice of 
Arbitration Venue), memilih hukum yang digunakan dalam 
penyelesaian sengketa (Choice of Law), memilih Arbitrator 
/ Arbiter (Choice of Arbitrator) dan memilih bahasa yang 
digunakan dalam proses Arbitrasi (Choice of Language).  
Sedangkan Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase seperti BANI, 
namun memiliki karakteristik yang berbeda. BASYARNAS 
menyelesaikan sengketa perdata/muamalah yang 
berdasarkan pada prinsip syariah. Pada awal 
pendiriannya, arbitrase syariah ini diberi nama Badan 
Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Lembaga ini 
didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 
Jumadil awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 
Oktober 1193 M. BAMUI didirikan dalam bentuk badan 
hukum yayasan, sebagaimana dikukuhkan dalam akta 
notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor 175 tanggal 21 
Oktober 1993. 
Kehadiran lembaga Arbitrase syariah disambut 
hangat oleh banyak pihak. Lembaga ini dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi pada 
lembaga-lembaga ekonomi syariah. Apalagi saat ini 
semakin banyak tumbuh berbagai bentuk usaha ekonomi 
syariah di Indonesia. Sejumlah sengketa selalu saja 
muncul seiring laju dan geliat pertumbuhan tersebut. 
Untuk itu dibutuhkan suatu wadah yang dapat menjadi 
pilihan lain dalam menyelesaikan sengketa, selain hanya 
pada melalui pengadilan. Purwoto Gandasubrata, SH., 
Ketua Mahkamah Agung, menyatakan seperti berikut: 
“melalui arbitrase, sisi-sisi kejam dari suatu penerapan 
hukum dapat diatasi dengan penerapan  secara 
musyawarah dan mufakat bernafaskan islam....Dengan 
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demikian, kami para pihak pengadilan merasa memperoleh 
partner baru dalam penegakan dan pelayanan hukum”.16 
Pada tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI 
diubah menjadi BASYARNAS berdasarkan SK MUI No Kep-
09/MUI XII/2003. Pengubahan tersebut diperkuat dengan 
akta notaris Nomor 15 tanggal 29 Januari tentang 
Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia Tentang Badan Arbitrase Syariah 
Nasional. Perubahan nama ini dibarengi dengan 
perubahan status yang sebelumnya merupakan yayasan 
menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan 
perangkat organisasai MUI. Salah satu pertimbangan 
pengubahan ini adalah karena bentuk badan hukum 
yayasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 
2001 tentang yayasan tidak sesuai  dengan kedudukan 
BAMUI tersebut.  
 
3. Pola Penyelesaian dan Penanganan Sengketa 
Perbankan Syariah 
Eksisstensi Peradilan Agama sebagai pelaksana 
kekuasaan ditegaskan pasal 24 UUD 1945 dijelaskan 
bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka berarti terlepas dari 
segala pengaruh pemerintah atau intervensi dari pihak 
manapun. Pemberian integritas ini merupakan upaya 
Negara untuk mencapai supremasi hukum dan keadilan. 
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dalam 
pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal ini dijelaskan 
bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 
                                                        
16 Purwoto Gandasubrata, Badan Arbitrase Muamalah Indonesia,  
(Jakarta: BAMUI, 1994), h. 2. 
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lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan kehakiman. Pada pasal 10 undang-undang 
kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa “kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh 
sebuah mahkamah konstitusi”. Kata badan “peradilan di 
bawahnya” ini kemudian dipaparkan pada pasal yang 
sama ayat 2 “badan peradilan yang berada di bawah 
mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam 
lingkungan peradilan  umum, peradilan agama, peradilan 
militer dan peradilan tata usaha negara”. 
Pada pasal 2 undang-undang ini disebutkan bahwa 
“peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 
islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam  undang-undang ini.” Peraturan-peraturan tersebut 
telah menjelaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di negara 
Indonesia. Oleh karena itu Peradilan Agama memiliki 
kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan atas perkara tertentu 
orang-orang islam yang ada di negara Indonesia. 
Untuk memahami Pola Penyelesaian dan 
Penanganan Sengketa Perbankan Syariah, perlu dipahami 
dulu asas dan prosedur serta problema yang ,muncul 
berkenaan  Penyelesaian dan Penanganan Sengketa 
Perbankan Syariah. Asas merupakan pikiran dasar yang 
terdapat di dalam rumusan aturan perundang-undangan 
maupun putusan-putusan hakim. Di dalam Undang-
undang Peradilan Agama ini dapat ditemukan 8 asas-asas 
umum, asas-asas tersebut adalah : 
a. Asas Personalitas Keislaman 
b. Asas kebebasan 
c. Asas wajib mendamaikan 
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d. Asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan 
e. Asas persidangan terbuka untuk umum 
f. Asas Legalitas 
g. Asas persamaan 
h. Asas aktif memberi bantuan17 
Asas Personalitas Keislaman, menunjukkan 
karakter peradilan agama yang memiliki wewenang 
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang 
beragama Islam. Hal ini dianalisa berdasarkan ketentuan 
pasal 2 yang terdapat pada UUPA 1989, yang menentukan 
bahwa ”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragama islam mengenai perkara tertentu...” . Kemudian 
pada penjelasan umum disebutkan “pengadilan agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, 
wasiat,  hibah, wakaf dan, sadaqah berdasarkan hukum 
islam.” 
Dengan demikian semula berdasarkan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989, asas personalitas keislaman 
memiliki kandungan sebagai berikut, yaitu: 
a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama 
beragama islam 
b. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada 
bidang perkawinan, waris, wasiat,  hibah, wakaf dan 
sadaqah. 
c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan 
tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pada pasal 49 
undang-undang ini menyebutkan bahwa “pengadilan 
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama islam...” . kata ‘orang-orang yang 
                                                        
17 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan 
Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 23.  
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beragama Islam’ itu kemudian dijelaskan pada penjelasan 
pasal 49 yang bunyinya seperti berikut : “yang dimaksud 
dengan ‘antara orang-orang yang beragama islam’ adalah 
termasuk orang atau badan hukum yang dengan 
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada 
hukum islam...”. 
Dengan demikian asas ini diartikan dengan ‘orang-
orang yang beragama Islam’ disini bukan mutlak hanya 
orang-orang  menganut agama Islam. Setelah berlakunya 
UUPA yang baru. Maka  yang dimaksud dengan ‘orang-
orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau 
badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri 
dengan sukarela kepada Hukum Islam. Penjelasan pasal 
49 memberikan ketegasan bahwa non-muslim dapat 
menyelesaikan sengketanya melalui peradilan agama 
selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada 
Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan itu maka bank 
syariah, sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, dapat 
menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama. 
Dengan demikian Asas personalitas keislaman pada 
Peradilan Agama semakin meluas menjadi seperti berikut: 
a. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam 
b. Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang 
atau badan hukum yang dengan sendirinya 
menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum 
Islam. 
c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-
pihak tersebut berdasarkan Hukum Islam. 
d. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada 
bidang perkawinan, waris, wasiat,  hibah, wakaf, zakat, 
infaq, sadaqah dan ekonomi Islam 
 Asas kebebasan, Asas kebebasan hakim yang 
digariskan oleh UU No. 7 Tahun 1989 berkaitan erat 
dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada 
pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004. 
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Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 
Tahun 1989 ada tiga pasal yang mengatur tentang asas 
kebebasan hakim ini, yaitu pasal 5 ayat (2), pasal 12 ayat 
(2) dan pasal 53 ayat (4). 
Asas wajib mendamaikan, hakim wajib hakim 
mendamaikan pihak yang bersengketa, sejalan dengan 
ajaran Islam yang mewajibkan mendamaikan pihak yang 
bersengketa. Kewajiban ini disampaikan Allah dalam 
firman-Nya : “....damaikanlah antara kedua saudaramu 
(yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al Hujurat [49]:10)  
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur 
dalam pasal 57 ayat (3) UU No . 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 
Tahun 1989. Asas ini pada dasarnya bermuara pada pasal 
4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “peradilan 
dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”. 
kemudian pada penjelasan pasal 4 ayat (2) dijelaskan 
lebih lanjut seperti berikut: “yang dimaksud dengan 
‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 
dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang 
dimaksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biayaperkara  yang 
dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak 
mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan 
keadilan”. 
Asas persidangan terbuka untuk umum yang diatur 
dalam pasal 59 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 
1989, yang menyebutkan “sidang pemeriksaan pengadilan 
terbuka untuk umum,...”. Pengaturan yang serupa juga 
terdapat pada pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, yang 
menegaskan: “semua putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum.” 
Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 58 ayat 
(1) yang mengatur bahwa  “pengadilan mengadili menurut 
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Klausula 
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ini diadopsi dari pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hal yang 
serupa. Asas legalitas menegaskan bahwa pengadilan 
harus senantiasa berlandaskan dan berpijak pada 
ketentuan hukum. Ini berarti hakim, dalam menjalankan 
fungsi dan kewenangannya menggerakkan roda peradilan, 
harus menurut pada hukum. Hakim tidak boleh bertindak 
di luar hukum dan dilarang menjatuhkan putusan di luar 
ketentuan hukum. 
Asas persamaan yang diwujudkan dalam pasal 58 
ayat 1 bahwa semua orang yang berada di muka sidang 
pngadilan adalah sama hak dan kedudukannya. 
Pengadilan tidak boleh membeda-bedakan perlakuan 
terhadap pencari keadilan atas dasar status sosial, agama, 
jenis kelamin, suku, budaya, ras maupun kekayaan. Setiap 
perlakuan yang bersifat diskriminasi merupakan 
pertentangan atas pasal 58 ayat (1) yang menganut asas 
persamaan.  
Asas aktif memberi bantuan, sebagaimana diatur 
dalam  pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan 
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 
peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan”. 
Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan 
syariah di Peradilan Agama tidak terlepas dari ketentuan-
ketentuan hukum acara perdata pada Peradilan Umum. 
Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perdilan Agama, 
dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada 
peradilan agama adalah hukum acara perdata yang 
berlaku pada Perdilan Umum, kecuali yang telah diatur 
khusus dalam undang-undang ini. Rujukan para hakim 
dalam memutuskan perkara ekonomi syariah telah 
tersedia dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2  tahun 2008 temtang 
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. MUI telah 
mengeluarkan beragam fatwa diantaranya  fatwa 
mengenai akad mudharabah musyarakah, mudharabah 
pada asuransi syariah, wakalah bil ujrah pada asuransi 
dan reasuransi syariah, serta tabarru’ (hibah) pada 
asuransi dan reasuransi syariah.     
Kewenangan Pengadilan Agama dibatasi hanya 
untuk hal-hal tertentu dan hanya untuk orang-orang 
tertentu. Pengertian orang dalam ketentuan mengenai 
kewenangan tersebut tidak dapat diartikan melalui 
interpretasi analogi sebagai “badan hukum”, karena 
dipersyaratkan beragama Islam. Badan hukum, termasuk 
Bank Syariah secara hukum tidak “beragama islam”, 
meskipun mungkin menjalankan kaidah syariah. Dengan 
demikian, sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan 
Syariah tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan 
Agama. 
Kaidah dasar untuk muamalah/ perdata adalah : 
segala sesuatunya boleh, kecuali yang telah jelas-jelas 
diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum 
konvensional dikenal dengan istilah perdata (privat). 
Kegiatan usaha Perbankan Syariah, diwujudkan dalam 
aqad-aqad yang dibuatnya, baik itu dalam bentuk 
musyarakat, mudarabah, ataupun bentuk-bentuk yang 
lain. Tindakan membuat Aqad tersebut termasuk dalam 
klasifikasi muamalah, maka dari itu segala sesuatunya 
diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar ketentuan 
syariah yang melarang, termasuk penggunaan ketentuan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum 
Acara Perdata. Jika kemudian timbul sengketa terhadap 
Aqad bank syariah tersebut, karena termasuk dalam 
kaidah syariah muamalah, maka kita dibebaskan untuk 
menyelesaikannya dengan cara yang menurut kita baik, 
sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang 
oleh syariah. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum 
Syariah boleh dipergunakan hukum acara perdata dalam 
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Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang 
berkaitan dengan Perbankan Syariah.  
Secara umum, kekuasaan (competency) peradilan 
dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif ( relative 
competency ) dan kekuasaan absolut ( absolute competency 
). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara 
kekuasaan absolut berkaitan dengan orang ( 
kewarganegaraan dan keagamaan seseorang ) dan 
perkara.  Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi 
absolute peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan 
undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolute 
peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) 
ketentuan yang bersifat ”umum” yang ditetapkan pada 
bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) 
ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian 
“kekuasaan pengadilan.” Dalam ketentuan mengenai 
kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum 
ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan 
yang beragama Islam mengenai “perkara perdata 
tertentu.”18 Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 
ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan 
yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.”19 
Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” 
menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa 
peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan 
memutus perkara perdata yang lebih luas. Kewenangan 
memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda-secara 
umum adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam 
lingkungan peradilam umum. Akan tetapi, apabila obyek 
yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti 
                                                        
18 Pasal 2 dari UU Nomor 7 Tahun 1989 
19 Pasal 2 dari UU Peradilan Agama. 
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perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan 
agama seperti diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk 
menetapkan status kepemilikan benda yang 
disengketakan.20 Dalam penjelasan UU tersebut 
ditetapkan bahwa: pertama, peradilan agama berhak 
mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu 
benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang 
disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi 
syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-
pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan kedua, 
pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan 
prinsip penyelenbggaraan peradilan; 21yaitu agar dapat 
menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu 
penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau 
sengketa keperdataan lainnya.22 Sedangkan kekuasaan 
peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam UU 
Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) 
wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) 
shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.” 23Selanjutnya 
ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian sengketa yang 
dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada 
bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga 
kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank;24dan 
kedua, “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 
menurut prinsip syariah, antara lain: (a) bank syari‘ah, (b) 
                                                        
20 Pasal 50 ayat (2) dari UU Peradilan Agama. 
21 Prinsip penyelenggaraan peradilan adalah: sederhana, cepat, dan 
biaya ringan. Lihat Pasal 57 ayat (3) dari UU Nomor 7 Tahun 1989. 
22 Penjelasan Pasal 50 ayat (2) dari UU Nomor 3 Tahun 2006. 
23 Pasal 49 dari UU Peradilan Agama. 
24 Pasal 49 dari UU Peradilan Agama. 
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lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) 
reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi 
syariahdan surat berharga berjangka menengah syariah, 
(g) sekuritas syariah,(h) pembiayaan syariah, (i) 
pegadaian syariah, (j) dana pensiunlembaga keuangan 
syariah, dan (k) bisnis syariah.”25 
Seperti telah disinggung bahwa dengan 
diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi 
syariah. Sekarang tengah terjadi perdebatan mengenai 
bentuk peradilan (perdata biasa atau khusus) dalam 
lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara 
ekonomi syariah. Antara pengadilan dalam lingkungan 
peradilan agama dengan pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum memiliki peluang yang sama dalam 
pembentukan peradilan khusus. Dalam UU Nomor 8 
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum ditetapkan bahwa 
”di lingkungan peradilan umum dapat diadakan 
pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.”26 
Oleh karena itu, sejumlah pengadilan khusus telah 
dibentuk di lingkungan peradilan ini seperti Pengadilan 
HAM.27 Klausul yang sama juga terdapat dalam UU tentang 
Peradilan Agama.28 Oleh karena itu, dalam lingkungan 
peradilan agama juga telah ada peradilan khusus, yaitu 
peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam 
lingkungan  peradilan agama sepanjang kewenangannya 
menyangkut kewenanganperadilan agama.29 
                                                        
25 Pasal 49 huruf i dari Penjelasan UU Peradilan Agama. 
26 Pasal 8 dari UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 
27 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
28 Pasal 3 dari UU Peradilan Agama. 
29 Pasal 15 ayat (2) dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
Perjanjian Pembiayaan Ija>rah di Lingkungan Bank Syariah 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016 
198 
Meski dalam sejumlah peraturan perundang-
undangan dinyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan 
peradilan adalah bahwa ”peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan,” 30akan tetapi, proses 
peradilan yang ”sederhana, cepat dan biaya ringan” dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi mempunyai batasan 
tersendiri. Sepanjang data yang didapatkan, peraturan 
perundang-undangan yang secara khusus mengenai 
pembentukan pengadilan niaga (sebagai pengadilan 
khusus di lingkungan peradilan umum) tidak ditemukan 
Pengadilan niaga memiliki sejumlah kekhususan: 
pertama, peradilan ini dilakukan hanya dalam dua jenjang: 
pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi;31 dan 
kedua, para penegak hukum: panitera, pemeriksaan dan 
pemutusan/penetapan perkara oleh majlis hakim, juru 
sita, dan waktu kasasi ditentukan dalam satuan waktu 
yang jelas (jumlah hari). Oleh karena itu, proses peradilan 
dalam lingkungan pengadilan niaga lebih cepat dibanding 
dengan peradilan biasa. Perdebatan di kalangan sejumlah 
pakar hukum adalah apakah kekuasaan peradilan agama 
dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah 
akan ditetapkan dalam lingkungan peradilan agama 
(biasa) atau dalam lingkungan peradilan khusus 
(pengadilan niaga syariah misalnya). Dalam beberapa 
pertemuan dan sosialisasi Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, sejumlah pakar meminta agar perkara ekonomi 
syariah diadili dalam lingkungan peradilan khusus (yakni 
pengadilan niaga syariah yang berada di bawah 
lingkungan peradilan agama). Akan tetapi, gagasan 
tersebut perlu mendapat sejumlah catatan dari segi 
peraturan perundang-undangan. Pertama, meskipun 
dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
                                                        
30 Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
31 Pasal 11 ayat (1) dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pasal 
3A) ditetapkan bahwa ” di lingkungan Peradilan Agama 
dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur 
dengan undang undang,” tapi peraturan perundang-
undangan yang mengatur pengadilan niaga syariah belum 
ada. Dalam pasal 1 UU tersebut ditetapkan bahwa yang 
dimaksud dengan peradilan adalah pengadilan dalam 
lingkungan peradilan agama (PA untuk tingkat pertama; 
PTA untuk tingkat banding; dan MA untuk tingkat kasasi). 
Kedua, Pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 secara 
eksplisit ditetapkan bahwa ”Pengadilan Agama bertugas 
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang ekonomi syariah” (huruf i); di 
samping itu, pada pasal 51 UU tersebut juga ditetapkan 
bahwa ”Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang 
mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan 
agama dalam tingkat banding;” dan pada pasal 54 UU 
tersebut juga ditetapkan bahwa ”hukum acara yang 
berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan 
agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali 
yang diatursecara khusus.” Dengan dua catatan tersebut, 
kiranya cukup kuat dugaan bahwa para penyusun UU 
Nomor 3 Tahun 2006 tidak bermaksud membentuk 
pengadilan niaga syariah (sebagai peradilan khusus di 
lingkungan peradilan agama) untuk menyelesaikan 
sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan niaga syariah perlu 
diperjuangkan aspek regulasinya terlebih dahulu. 
Sengketa perbankan syariah sepatutnya 
diselesaikan pada suatu wadah yang memiliki 
kewenangan yang jelas. Bahkan hendaknya wadah 
tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan 
putusan yang mengikat dan berkekuatan hukum. Putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
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mengikat, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan atau 
dieksekusi (executoriale kracht, executionary power). 
Kekuatan ini memberikan kepastian dan ketegasan yang 
lebih optimal bagi para pihak yang bersengketa. 
 
Penutup 
Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Akad  Ija >rah ialah akad  menukar sesuatu dengan 
adanya imbalannya, atau sewa menyewa dan upah 
mengupah (Bahasa Indonesia), yang mirip dengan 
leasing dalam sistem keuangan tradisional. Dalam 
transaksi ija >rah, bank menyewakan suatu asset yang 
sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya 
untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa 
yang telah disetujui di muka. Kesepakatan antara bank 
dan nasabah  dituangkan dalam suatu akad 
(perjanjian) pembiayaan ija >rah dengan klausula baku 
yang telah disusun oleh bank syariah.  
2. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam 
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini memberikan 
kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun 
pelaku ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan 
syariah. Sedangkan makna “orang-orang yang 
beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan 
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri 
dengan sukarela kepada Hukum Islam. Dengan 
demikian, non-muslim dapat menyelesaikan 
sengketanya melalui peradilan agama selama ia 
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